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ABSTRAK

Pada mulanya Kepulauan Riau merupakan salah satu dari kabupaten yang terdapat di
Propinsi Riau ialah Kabupaten Kepulauan Riau. Propinsi Riau sendiri tercipta pada
tahun 1958 bersumber pada Hukum No 61 Tahun 1958. Tubuh Pengusahaan( BP)
Batam pula memahami semua tanah serta pertanahan yang terdapat di Pulau Batam.
Terdapatnya hak pengelolan yang dipunyai BP Batam, alhasil BP Batam selaku
owner tanah di kota Batam dimana BP Batam memahami atas tanah serta warga Kota
Batam tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana kedudukan tanah di
Kota Batam berdasarkan Pasal 35 Undang Undang Pokok-Pokok Agraria serta
kendala-kendala dalam melakukan proses perpanjangan dan pembaharuan sertifkat
hak guna bangunan. Metode riset ini memakai tipe riset hukum sosiologis ataupun
pembuktian dengan melakukan wawancara guna memperoleh data akurat terkait
masalah yang diteliti dan mengkaji proses dan peraturan dan bermacam kesusastraan
yang lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diawasi guna menunjang hasil
penelitian. Hasil penelitian dalam mengantisipasi dan/atau mencegah agar objek yang
sedang dijadikan jaminan tidak berakhir sebelum jatuh tempo pembiayaan dengan
melakukan perpanjangan sertifikat yang menjadi obyek jaminan 2 (dua) tahun
sebelum berakhir dikarenakan terlalu banyaknya dokumen yang diperlukan untuk
melakukan proses perpanjangan membuat kesulitan untuk melengkapi dokumen
sesuai permintaan BP Batam. Artikel 18 bagian( 1) graf d UUHT, salah satu pemicu
hapusnya Hak Amanah ialah hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak amanah.

Kata kunci : Hak Guna Bangunan, Perlindungan Hukum, Kota Batam



ABSTRACT

In the beginning, the Riau Archipelago was one of the regencies in Riau Province,
namely the Riau Islands Regency. Riau Province itself was formed in 1958 based on
Law Number 61 of 1958. The Batam Concession Agency (BP) also controls all land
and land on Batam Island. The existence of management rights owned by BP Batam,
so that BP Batam as the owner of the land in the city of Batam where BP Batam
controls the land and the people of Batam City. This study aims to find out how the
position of land in Batam City is based on Article 35 of the Basic Agrarian Law and
the obstacles in the process of extending and renewing the certificate of building use
rights. This research method uses sociological or empirical legal research by
conducting interviews in order to obtain accurate data related to the problem under
study and reviewing processes and regulations as well as various other literatures
related to the problem under study to support the research results. The results of
research in anticipating and/or preventing the object being used as collateral does
not expire before the maturity of the financing by extending the certificate which is
the object of the guarantee 2 (two) years before it expires due to too many documents
required to carry out the extension process making it difficult to complete the
document according to BP Batam's request. Article 18 paragraph (1) letter d UUHT,
one of the causes of the abolition of Mortgage Rights is the abolition of land rights
that are encumbered with mortgage rights.

Keywords: Building Use Rights, Legal Protection, Batam City.
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